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Abstract

The population in Pekan Baru has increased rapidly which cause of environment
problem appear, namely the management of garbage. One of policies in solving trash
problem is the regulation of environment Minister no 13 year 2012 on the
implementation guidance of Reduce, Reuse, and Recycle through garbage Bank. The
garbage Bank is the method to build the system of garbage management to provide
monetary punishment to the people who participate in sorting and collecting the
garbage. The fact, garbage Bank is still any improvement yet to increase the citizen
awareness in management of garbage.

The purpose of this research is to know and to describe about implementation and
the factors that influence and also obstructions on the garbage Bank program in
Pekanbaru. This research used implementation theory in accordance with Donald S.
Van Meter and Carl E. Van Horm namely :

(1)standard and target policy (2)resources (3)characteristics of implementation agency
(4)implementation disposition (5)communication among organization(6) social area,
economy environment and politics.

This research used qualitative method. In collecting data, the researcher used
observation, interview, and documentation technique. The purposive of sampling
technique was used in choosing interviewees. Interviewees in this research were
department head of BLH Pekan Baru , division head of controlling damage and
environment recovery BLH Pekanbaru, Manager of garbage Bank Dallang Collection
sub-district of Tenayan Raya and society.

The research findings indicate that the implementation of regulation of Minister of
environment No.13 year 2012 about guidance of Reduce, Reuse, and Recycle through
garbage Bank in Pekanbaru is not optimal yet, there are many problems are appeared
such as lack of aware of society about garbage Bank program, lack of resources to be
volunteer, coordination and communication not effectively and social environment
policy is not support in implementing this policy. This things resulted the goal
destination in implementation of policy has not reached totally.
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PENDAHULUAN

Besarnya jumlah penduduk di Indone
sia terutama di Kota Pekanbaru yang dia
kibatkan urbanisasi. Pekanbaru sebagai k
ota besar di Indonesia yang merupakan |
bukota Provinsi Riau yang memiliki jum
lah penduduk paling besar dibanding Kot
a/ Kabupaten lain di Provinsi Riau. Tent
unya dengan jumlah penduduk yang besa
r, maka akan menimbulkan permasalaha
n lingkungan terutama masalah pengelol
aan sampah. Akibatnya jumlah pendudu
k semakin membengkak yang juga meng
akibatkan jumlah sampah juga meningka
t di Kota Pekanbaru. Seerti yang dapat ki
ta lihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Produksi Sampah Ko
ta Pekanbaru

Tahun | Jumlah Pen | Sampah Tera

duduk(Jiwa) | ngkut ke TPA
2010 897.767 53.485.550 Kg
2011 930.215 78.773.280 Kg
2012 964.558 79.579.470 Kg
2013 999.031 133.500.260 K

Sumber : Data Olahan Peneliti berdasarkan Data dari
DKP Kota Pekanbaru Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan adan
ya peningkatan jumlah penduduk di Kota
Pekanbaru yang berdampak terhadap pe
ningkatan volume sampah yang di bawa
ke TPA di Kota Pekanbaru.

Dengan meningkatnya jumlah sampah te
rsebut, tentunya diharapkan pengelolaan
sampah yang optimal oleh Dinas Kebers
ihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. N
amun kenyataannya, fenomena yang terj
adi dilapangan menunjukkan pengelolaa
n sampah di Kota Pekanbaru belum opti
mal. Hal itu terlihat dari keterbatasan su
mber daya manusia dan sarana prasarana
dalam pengelolaan sampah di Kota Pek
anbaru. Selain itu, fenomena pengelolaa
n sampah lainnya yaitu kurangnya partis
ipasi masyarakat dalam pengelolaan sam
pah tersebut. Hal itu diindikasikan dari b
udaya masyarakat dalam membuang sam
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pah ke selokan dan sungai.

Salah satu kebijakan sampah menjelaska
n tentang pengelolaan sampah adalah Pe
raturan Menteri Negara Lingkungan Hid
up No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle
Melalui Bank Sampah. Konsep pengelo
laan sampah melalui Bank Sampah ini
merupakan suatu metode dalam memb
angun sistem pengelolaan sampah denga
n yang lebih memberdayakan masyaraka
t dengan memberikan ganjaran berupa
uang kepada masyarakat yang memila
h dan menyetor sampah.

Begitu juga halnya di Kota Pekanbaru, Bank
Sampah mulai dikembangkan di berbagai k
ecamatan di Kota Pekanbaru. Sejauh ini Ban
k Sampah di Kota Pekanbaru yang telah ber
kembang berjumlah 78 Bank Sampah dan pe
laksanaanya dilaksanakan di pemukiman ma
syarakat, sekolah dan perguruan tinggi.
Namun kenyataannya di lapangan, Bank
Sampah belum mampu meningkatkan ke
sadaran masyarakat dalam pengelolaan s
ampah. Walaupun telah didirikan Bank
Sampah di berbagai kecamatan di Kota
Pekanbaru, namun tetap masih banyak
sampah yang menumpuk di berbagai
TPS Kota Pekanbaru. Jumlah sampah y
ang diangkut ke TPA juga semakin meni
ngkat. Hal ini menggambarkan masih ad
anya hambatan, sehingga proses pencapa
ian tujuan tidak maksimal.

Dengan demikian, penelitipun tertarik m
embakas tentang Implementasi Peratura
n Menteri Negara Lingkungan Hidup No
13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaks
anaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melal
ui Bank Sampabh.

A. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan sebelumnya, maka dapat diru
muskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Implementasi
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,
Reuse, dan Recycle Melalui Bank
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Sampah di Kota Pekanbaru?

2. Faktor-faktor apa saja yang
menghambat Implementasi Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup
No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan
Recycle Melalui Bank Sampah di
Kota Pekanbaru?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan

mendeskripsikan Implementasi
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,
Reuse, dan Recycle Melalui Bank
Sampah di Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui dan
mendeskripsikan faktor-faktor
penghambat yang dihadapi dalam
Implementasi  Peraturan  Menteri
Negara Lingkungan Hidup No 13
Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan
Recycle Melalui Bank Sampah di
Kota Pekanbaru.

C. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian yakni:

a. Manfaat Teoritis, untuk
mengembangkan dan meningkatkan
kemampuan berpikir melalui
penulisan karya ilmiah serta melatih
penulis dalam menerapkan teori-teori
yang didapat selama kuliah. Dan juga
sebagai bahan pengembangan disiplin
ilmu Administrasi Negara umumnya
dan di bidang kebijakan publik
khusunya.

b. Manfaat Praktis, sebagai bahan
masukan bagi pemerintah Kota
Pekanbaru  sehubungan  dengan
kebijakan pengelolaan sampah. Dan
juga penelitian ini  diharapkan
memberikan masukkan tentang peran
Bank Sampah dalam pengelolaan
sampah sehingga mampu untuk
meningkatkan kebersihan,
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meningkatkan kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan terutama dalam
pengelolaan  sampah di  Kota
Pekanbaru.

METODE

Analisis data yang penulis gunakan a
dalah metode deskriptif kualitatif, denga
n pengambilan data primer dan data skun
der melalui wawancara, obeservasi dan d
okumentasi. Data-data yang diperoleh ak
an di bahas secara menyeluruh dengan di
bandingkan konsep teori-teori yang men
dukung pembahasan terhadap permasala
han dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup No 13
Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan
Recycle Melalui Bank Sampah

Implementasi Peraturan Menteri Nega
ra Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,
Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampa
h di Kota Pekanbaru. Permasalahan dala
m implementasi kebijakan Bank Sampah
ini berawal dari fenomena —fenomena y
ang peneliti temukan di lapangan sebelu
m penelitian yaitu keterbatasan SDM da
n sarana prasarana, kurangnya partisipasi
masyarakat, komitmen pemerintah dala
m menjalankan kebijakan ini dan koordi
nasi dengan instansi terkait yang mengga
mbarkan masih adanya hambatan.
Mengenai implementasi kebijakan Perat
uran Menteri Negara Lingkungan Hidup
No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pel
aksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle M
elalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru
merujuk kepada model implementasi keb
ijakan yang dikemukakan oleh VVan Mete
r dan Van Horn. Hal itu itu dapat diidenti
fikasikan dari permasalahan implementa
si kebijakan Bank Sampah yang dikemu
kakan di atas.
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Model implementasi Van Horn dan Van
Meter ini menjelaskan enam variabl d
asar yaitu standar dan sasaran kebijaka
n, sumber daya, hubungan antar orga
nisasi, karakteristik agen pelaksana, dis
posisi implementor, dan lingkungan so
sial, ekonomi dan politik. Melalui mo
del implementasi tersebut maka peneli
ti menganalisis dan menggambarkan se
buah implementasi, dimana akan ditemu
kan bagaimana jalannya pelaksanaan dan
pencapaian dari kebijakan tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi
Implementasi Implementasi
Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup No 13 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Reuse, Reduce dan
Recycle Melalui Bank Sampah di
Kota Pekanbaru

Penelitian tentang Implementasi Perat
uran Menteri Lingkungan Hidup No 13
Tentang Pedoman Pelaksanaan Reuse, R
educe dan Recycle Melalui Bank Sampa
h di Kota Pekanbaru

Dari hasil kegiatan observasi dan wawan
cara yang peneliti lakukan, maka penelet
I akan menjelaskan tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi Implementasi Perat
uran Menteri Lingkungan Hidup No 13
Tentang Pedoman Pelaksanaan Reuse, R
educe dan Recycle Melalui Bank Sampa
h di Kota Pekanbaru yang dilihat dari be
berapa indikator dari Model implementa
si Van Horn dan Van Meterdiantaranya s
ebagai berikut:

a) Standar dan Sasaran

Kebijakan

A. Jelas dan terukur
Menurut Van Meter dan VVan Horn, st
andar dan sasaran kebijakan/program har
us jelas dan terukur. Jelas berarti standar
dan sasaran tersebut mudah dipahami bai
k oleh implementor ataupun kelompok
sasaran. Kejelasan ini bertujuan agar
dalam pelaksanaannya tidak mengalami
kesalahpahaman baik bagi implement
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or maupun kelompok sasaran.
Dalam kaitannya, Implementasi Peratur
an Menteri Lingkungan Hidup No 18 ten
tang Pelaksanaan Reuse, Reduce, Recyle
melalui Bank Sampah di Kota Pekanbar
u telah mempunyai standar dan sasaran
kebijakan yang jelas. Implementor m
engaku dapat memahami bahwa kebija
kan Bank Sampah di Kota Pekanbaru ber
tujuan mengurangi jumlah sampah yang
masuk ke TPA dan meningkatkan partip
asi masyarakat dalam pengelolaan sampa
h melalui Bank Sampah dengan mengub
ah pola pikir masyarakat agar dapat mem
anfaatkan sampah sehingga bernilai ekon
omi. Namun hal tersebut kurang diras
akan terhadap masyarakat, karena mas
yarakat sebagai sasaran dari kebijakan in
i yang mempunyai peran penting dalam
Bank Sampah masih cenderung tidak pe
duli dengan pengelolaan sampah. Karena
memang mindset masyarakat terhadap s
ampah. Selain itu juga disebabkan karen
a sosialisasi yang dilakukan masih ku
rang. Hal ini tentunya berdampak pada p
eningkatan jumlah sampah ke TPA sema
kin bertambah. Seharusnya dengan adan
ya Bank Sampah ini, jumlah sampah yan
g terbawa ke TPA semakin berkurang, ta
pi malah sebaliknya jumlah malah semak
in meningkat. Dengan begitu tujuan yan
g diharapkan dalam pelaksanaan progra
m ini juga belum sepenuhnya tercapai.

B. Keadilan
Menurut Van Horn dan Van Meter, k
eadilan kaitannya dalam hal ini adalah
dimana sebuah kebijakan harus mencip
takan keadilan bagi seluruh target gro
up. Ini berarti tidak ada keberpihakan
dalam implementasi program. Dalam
hal ini maka seluruh keberadaan Bank
Sampah yang dilaksanakan di Kota Pe
kanbaru manfaatnya dapat dirasakan o
leh seluruh warga masyarakat tanpa te
rkecuali.
Dalam kaitannya dengan penelitian
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tentang Implementasi Peraturan Menter
I Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahu
n 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan R
educe, Reuse, dan Recycle Melalui Bank
Sampah di Kota Pekanbaru belum mam
pu sepenuhnya menciptakan keadilan,
karena beberapa Bank Sampah di Kota
Pekanbaru tidak semuanya yang aktif se
hingga tidak semua masyarakat yang terl
ibat di dalam Bank Sampah dan pelaksan
aan peraturan tentang Bank Sampah ini
di Kota Pekanbaru belum seluruhnya m
emberikan manfaat kepada warga masya
rakat.

b) Sumberdaya

Dalam suatu implementasi kebijakan
perlu adanya dukungan sumber daya, bai
k sumber daya manusia, material dan me
tode. Keberhasilan proses implementasi
kebijakan sangat bergantung pada ke
mampuan memanfaatkan sumber daya
yang tersedia. Sumber daya yang dima
ksud disini adalah sumber daya manu
sia, dan sumber daya non-manusia. Ta
npa adanya peran serta dari sumber d
aya tersebut maka implementasi suatu
program akan terhambat.

a. Sumber Daya Manusia

Menurut Van Meter dan Van Horn yang
menyatakan bahwa dalam sumber daya
manusia adalah faktor yang mempengaru
hi implementasi kebijakan. Bagaimanapu
n jelas dan konsistennya ketentuan-ket
entuan dan aturan-aturan, serta bagaim
anapun akuratnya penyampaian ketent
uan dan aturan tersebut, jika pelaksana

kebijakan yang bertanggung jawab u
ntuk melaksanakan kebijakan kurang
mempunyai sumber-sumber daya untu
k melaksanakan pekerjaan secara efekti
f, juga terbatasnya jumlah sumber daya
manusia tersebut maka implementasi keb
ijakan tidak akan efektif.
Dalam kaitannya dengan implementasi P
ERMENLH No 13 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Reuse, Reduce, Recycle Me
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laui Bank Sampah di Kota Pekanbaru, s
elaku implementor dirasa memiliki peng
etahuan yang cukup karena masih berhu
bungan dengan pekerjaan mereka sebaga
i pegawai di BLH Kota Pekanbaru, KLH
PPE Wilayah Sumatera dan kader lingk
ungan. Namun keterbatasan jumlah pe
gawai yang ditugaskan menjadi kendal
a sehingga tidak dapat melaksanakan
tanggung jawab dengan sebaik mungki
n, sehingga hal ini berakibat pelaksan
aan Bank Sampah di Kota Pekanbaru k
urang berjalan lancar.

b. Sumber Daya Non Manusia
Van Meter dan Van Horn menegas
kan bahwa dengan tersedianya kucuran
dana yang cukup dalam pengimpleme
ntasian suatu program/ kebijakan akan
menyebabkan kebijakan/ program terseb
ut dapat berjalan lancar sesuai dengan
tujuan yangdiharapkan. Begitupun dana
untuk Implementasi Kebijakan tentang B
ank Sampah ini dapat dinilai memadai n
amun belum menjamin dalam kelancaran
implementasi kebijakan Bank Sampah d
alam mencapai tujuan. Tapi hal yang ter
penting dalam mengolah sampah yaitu h
arus bekerja dengan hati atau sukarela at
au mau berkorban. Bank sampah itu bisa
berdiri apabila masyarakat itu memang
mau mengorbankan waktu, tenaga, bahk
an juga finansialnya untuk mengolah sa
mpah jadi tergantung masyarakat mau be
kerja selain itu juga bisa pemerintah yan
g harus membantu.Dengan demikian dih
arapkan kepada pemerintah Kota Pekanb
aru untuk lebih memfokuskan program B
ank Sampah menjadi program utama dal
am pengelolaan sampah.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam suatu implementasi, agar m
encapai keberhasilan maksimal harus d
I identifikasikan dan diketahui karakter
istik agen pelaksana yang mencakup st
ruktur birokrasi, dan norma-norma yang
berlaku dalam suatu organisasi. Hal ini a
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kan mempengaruhi implementasi kebijak
an yang telah ditentukan.

a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas m
engimplementasikan kebijakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap i
mplementasi suatu kebijakan. Struktur
birokrasi yang dimaksud disini diartik
an sebagai karakterisitik-karakteristik,
dan norma-norma yang terjadi dalam
organisasi.
Van Meter dan Van Horn berpendapa
t bahwa adanya struktur brokrasi yang
jelas, dalam hal ini adalah SOP ters
ebut bertujuan untuk membentuk karak
teristik agen pelaksana. Dengan demiki
an bila terdapat SOP yang jelas maka a
kan terbentuk karakteristik agen pelaksa
na dengan Kinerja yang terstruktur dan j
elas. Dalam pelaksanaan Bank Sampah
di Kota Pekanbaru, memang terdapat
SOP yang dibuat bagi para implement
or untuk melaksanakan tugasnya masi
ng-masing, dengan demikian sampai de
ngan pelaksanaan Bank Sampabh ini setia
p implementor dalam melaksanakan tug
asnya dengan berpedoman pada Peratu
ran Menteri Lingkungan Hidup No 13 T
ahun 2012 tentang Pedoman Reuse, redu
se, Recycle melalui Bank Sampah di Kot
a Pekanbaru.

b. Norma-norma
Van Meter dan Van Horn mengatakan
bahwa norma-norma yang dibentuk dan
berlaku dalam organisasi akan dengan
langsung membentuk prilaku para su
mber daya manusia dan karakter organis
asi tersebut, norma yang terbentuk dan b
erlaku di lingkungan kelurahan maupu
n kecamatan juga akan berpengaruhter
hadap pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab.
Dalam implementasi PERMENLH No. 1
3 Tentang Pedoman dalam pelaksanaan
Reuse, reuse, reduse dan recycle melalui
Bank Sampah di Kota Pekanbaru tidak t
erdapat norma khusus yang dianut/ dib
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erlakukan kepada implementor, tapi no
rma tersebut hanya mengikuti kesepakat
an bersama. Norma-norma yang dibentu
k dan berlaku dalam Bank Sampah da
pat membentuk perilaku para sumber da
ya manusia yaitu pengelola dan nasabah
Bank Sampah yang peduli lingkungan d
an meningkatkan perilaku hidup bersih d
an sehat dari sampah.

d) Disposisi Implementor

Disposisi implementor adalah sikap p
enerimaan atau penolakan dari para impl
ementor akan banyak mempengaruhi
keberhasilan atau tidaknya suatu kebija
kan/program (Agustino, 2012 : 143). Dis
posisi mencakup semua sikap dari pel
aksana, yaitu kepatuhan, pemahaman,
dan kejujuran implementor dalam mel
aksanakan kebijakan.

a. Respon implementor

Menurut Van Horn dan Van Meter ba
hwa respon implementor terhadap kebija
kan, yang terkait dengan kemauan imple
mentor untuk melaksanakan kebijakan
publik. Dengan demikian menimbulkan
sikap penerimaan atau penolakan dari i
mplementor terhadap kebijakan.
Dalam kaitannya dengan penelitian ini b
ahwa implementasi Peraturan Menteri N
egara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2
012 tentang Pelaksanaan Reduce, Reuse,
dan Recycle Melalui Bank Sampah di Ko
ta Pekanbaru ini menunjukkan banyak da
ri para implementor Bank Sampah terseb
ut yang tidak serius dalam menjalankan
tugas yang dibebankan kepada mereka
. Respon implementor dalam Disposisi i
ni juga berbentuk tanggung jawab terha
dap jalannya pelaksanaan kebijakan. De
ngan demikian menyebabkan beberapa B
ank Sampah yang tidak aktif di Kota Pek
anbaru tersebut.

b. Kognisi/ Pemahaman

Implementor

Van Meter dan Van Horn menega
skan bahwa pemahaman pelaksana ten
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tang tujuan-tujuan kebijakan/program

merupakan suatu hal yang penting. |
mplementasi kebijakanyang berhasil h
arus diikuti oleh kesadaran terhadap k
ebijakan tersebut secara menyeluruh. H
al ini termasuk kepada pemahaman dan
kesungguhan pemerintah dalam menjala
nkan tugas dan tujuan dari program/

kebijakan tersebut. Dalam kaiatannya de
ngan Implementasi Peraturan Menteri Li
ngkungan Hidup No 13 Tentang Pedoma
n Reuse, Reduse, Recycle Melalui Bank
Sampah di Kota Pekanbaru komitmen da
n kesungguhan implementor kebijakan b
aik BLH Kota Pekanbaru maupun Penge
lola Bank Sampah masih dirasakan kura

ng.

e) Hubungan Organisasi

Menurut teori Van Horn dan Van Met
er bahwa komunikasi dan koordinasi ad
alah adanya hubungan yang terjalin dian
tara setiap instansi yang terlibat dala
m implementasi kebijakan. Apabila ko
munikasi dan koordinasi tersebut tidak b
erjalan dengan baik, maka bisa terjadi ke
salahpahaman diantara masing-masing i
mplementor kebijakan.
Begitupun dengan implementasi kebijak
an Bank Sampah di Kota Pekanbaru bah
wa pemerintah melakukan koordinasi da
n komunikasi antar setiap pihak yang terl
ibat terkait dengan Program Bank Sampa
h di Kota Pekanbaru, namun tidak berja
lan cukup baik dan kurang optimal. Sehi
ngga menyebabkan terjadinya kesalahpa
haman diantara masing-masing impleme
ntor kebijakan. Hal itu terlihat dari kegi
atan koordinasi yang dilakukan ini menu
njukkan adanya ketidakseriusan dan ko
mitmen pemerintah sebagai pembina dal
am melaksanakan program Bank Sampa
h. Karena Bank Sampah dilaksanakan ha
nya formalitas untuk memperoleh pengh
argaan (reward). Sehingga menyebabkan
beberapa Bank Sampah yang tidak aktif
pelaksanaannya karena tidak ada tinjuau
an dari implementor setelah kegiatan lo
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mba adipura tersebut.

f) Lingkungan Sosial, Ekonomi,

dan Politik

Van Meter dan Van Horn adalah seja
uh mana lingkungan eksternal turut men
dorong keberhasilan kebijakan yang tel
ah ditetapkan. Lingkungan eksternal te
rsebut mencakup kepada lingkungan so
sial, politik dan ekonomi di wilayah t
empat kebijakan/program tersebut aka
n diimplementasikan.

b. Lingkungan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat tempa
t kebijakan diimplementasikan akan m
emberikan pengaruh kepada proses im
plementasinya. Dalam hal ini, lingkunga
n sosial masyarakat di Kota Pekanabaru
yang memiliki jumlah penduduk yang be
sar dan heterogenitas penduduk yang rel
atif tinggi serta didominasi oleh pendudu
k pendatang yang memiliki kondisi sosia
| cultural yang berbeda pula. Tentunya K
eberagaman ini mau tidak mau akan me
micu perbedaan dalam penanganan dan p
engelolaan sampah. Berdasarkan peneliti
an peneliti di lapangan menunjukkan ba
hwa lingkungan sosial mempengaruhi da
n menentukan keberhasilan dari kebijak
an/program Bank Sampah di Pekanbaru t
ersebut. Hal ini terlihat dari keterlibatan
masyarakat dalam Bank Sampah sangat
menentukan jalannya pelaksanaan Bank
Sampah.

b. Lingkungan Ekonomi

Menurut Van Meter dan Van Horn m
enjelaskan bahwa keadaan ekonomi suat
u daerah akan berpengaruh terhadap keb
erhasilan pelaksanaan suatu kebijakan/pr
ogram. Namun berbeda untuk implement
asi Peraturan Menteri Negara Lingkunga
n Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pela
ksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Mel
alui Bank Sampah di Kota Pekanbaru, ti
dak terlalu berpengaruh terhadap kondisi
lingkungan ekonomi masyarakat. Karen
a sumbangan warga hanya sebagai pen
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unjang dalam Bank Sampah. Namun su
mber dana terbesar dari Bank Sampah ad
alah keuntungan penjualan sampah. Jadi
hal yang terpenting adalah partisipasi ma
syarakat secara moril dengan mau terliba
t dalam Bank Sampah dengan menabung
kan sampahnya ke Bank Sampah sehing
ga masyarakat dapat mengubah pola piki
r yang sadar lingkungan.

c. Lingkungan Politik

Sejalan dengan Van Meter dan Van Hor
n yang menyebutkan bahwa lingkungan
eksternal khususnya dukungan elit politi
k ikut berperan terhadap kelancaran pela
ksanaan suatu kebijakan. Begitu juga ha
Inya dalam implementasi Peraturan Ment
eri Negara Lingkungan Hidup No 13 Ta
hun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Ban
k Sampah di Kota Pekanbaru, dengan ad
anya dukungan elit politik berupa penyet
ujuan anggaran pelaksanaan program Ba
nk Sampah masuk dalam APBD Kaota Pe
kanbaru, kunjungan ke Bank Sampah,
bantuan sarana dan prasarana, sosialisasi
dan pelatihan mengenai Bank Sampah d
an juga ikut menabung sampah di salah
satu Bank Sampah di Kota Pekanbaru, m
aka dapat mendukung kelancaran dari im
plementasi program Bank Sampah terseb
ut.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan anali
sis yang peneliti lakukan dapat ditarik ke
simpulan yaitu sebagai berikut:
1. Implementasi Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Reuse, Reduce, Dan Recycle Melalui
Bank Sampah di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
yang peneliti lakukan bahwa Implementa
si Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedo
man Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Re
cycle Melalui Bank Sampah di Kota Pek
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anbaru dengan merujuk kepada model
implementasi yang digagas oleh Van
Meter dan Van Horn bahwa ada ena
m variabel yang saling berhubungan d
an mempengaruhi keberhasilan imple
mentasi kebijakan, dapat ditarik kesim
pulan bahwa kebijakan tersebut belum t
erimplementasikan secara optimal.

2. Faktor-faktor penghambat dalam
Implementasi  Peraturan  Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Reuse, Reduce, Dan Recycle Melalui
Bank Sampah di Kota Pekanbaru
yaitu:

a) Kurangnya pemahaman
masyarakat tentang program Bank
Sampah  disebabkan tidak
maksimalnya  sosialisasi yang
dilakukan oleh implementor
kepada masyarakat.

b) Kurangnya sumber daya
manusia yang mau sukarela
mengelola Bank Sampah, agar bank
sampah dapat berjalan secara
maksimal.

c) Kurangnya sumber daya finansial
dalam pembangunan bank sampah,
baik sarana maupun prasarana bank
sampah .

d) Kurang efektifnya komunikasi
dan koordinasi yang dilakukan
oleh setiap instansi yang terkait
dalam pelaksanaan program yang

ditandai dengan kurangnya
komitmen pemerintah dalam
menjalankan kebijakan Bank
Sampah.

e) Jumlah  implementor  sedikit

menyebabkan sosialisasi kebijakan
bank sampah tidak maksimal.

f) Kurang baiknya kondisi sosial
masyarakat kota pekanbaru
disebabkan masyarakat kota
pekanbaru adalah masyarakat yang
multikultur, dimana masyarakatnya
banyak pendatang sehingga kurang
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rasa memiliki kota ini dan sulit
untuk diajak peduli untuk menabung
ke bank sampah.
Saran
Peneliti memberikan saran yang dapat
membangun dan dapat dijadikan masuka
n atau pertimbangan oleh instansi terkait
dalam Implementasi Peraturan Menteri
No 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pe
laksanaan Reuse, Reduce dan Recycle M
elalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru.
Adapun saran-saran yang diberikan pene
liti adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah yang berwenang
harusnya didalam Implementasi
Peraturan Menteri No 13 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Reuse, Reduce dan Recycle Melalui
Bank Sampah di Kota Pekanbaru
dapat mengubah konsep paradigma
masyarakat dalam  pengelolaan
sampah dari membuang sampah
bukan pada tempatnya menjadi
menempatkan sampah pada
tempatnya dan berdasarkan jenisnya
dan juga dapat memanfaatkan bank
sampah.

2. Untuk mewujudkan
Implementasi  Peraturan  Menteri
Negara Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Pedoman  Pelaksanaan
Reduce, Reuse dan Recycle Melalui
Bank Sampah yang maksimal yaitu :
a) Pemerintah yang berwenang
harusnya meningkatkan sosialisasi
mengenai  pelaksanaaan Program
bank sampah baik itu untuk
implementor maupun  kelompok
sasaran dengan melibatkan semua
stakeholders dan harus saling
bersinergi dalam mensosialisasikan
pentingnya bank sampah supaya
informasi  yang diterima  oleh
masyarakat tentang bank sampah
merata.

b) Pemerintah yang berwenang
dalam implementasi Bank Sampah

Jom FISIP Vol. 2 No. 2 Oktober 2015

sangat dibutuhkan SDM yang cukup,
baik dari segi kuantitas maupun
kualitas untuk mengelola bank
sampah dalam pencapaian tujuan
bank sampah secara maksimal.
Dalam hal ini SDM tersebut mau
mengabdi menjadi perintis,
penggerak dan pengabdi masyarakat
dalam pengelolaan sampah melalui
Bank Sampah

c) Kepada pemerintah yang
berwenang agar dapat mendukung
dan meningkatkan sumber daya
finansial dalam pembangunan bank
sampah baik sarana maupun
prasarana bank sampah.

d) Perlunya komunikasi dan
koordinasi yang baik dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan
Bank Sampah secara terencana,
terpadu dan menyeluruh dan juga
komitmen bersama dengan
melibatkan oleh semua stakeholders
untuk  pembinaan  perdagangan
produk daur ulang.

e) Pemerintah yang berwenang
harusnya dapat menambah jumlah
implementor yang berkualitas agar
terlaksana sosialisasi secara
maksimal dan tercapainya tujuan
yang telah ditetapkan.

f) Pemerintah harus dapat merubah
kondisi sosial masyarakat kota
pekanbaru menjadi lebih  baik
dengan selalu mengajak masyarakat
dan  mensosialisasikan ~ kepada
masyarakat tentang akan pentingnya
bank sampah
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